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ABSTRAK
Pembunuhan intra-keluarga oleh anak merupakan fenomena serius yang menggambarkan kerentanan struktur keluarga, dampak trauma, serta lemahnya fungsi pengawasan orang tua. Sistem peradilan pidana anak di Indonesia menekankan pada diversi, keadilan restoratif, dan pidana penjara sebagai ultimum remedium, namun belum sepenuhnya mengakomodasi pendekatan trauma-informed yang mempertimbangkan kondisi psikologis anak. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif melalui studi kepustakaan dan analisis komparatif terhadap sistem pemidanaan anak di Belanda, Australia, dan Korea Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan pemidanaan anak pelaku pembunuhan di Indonesia telah mengatur secara komprehensif melalui UU SPPA, tetapi belum mengintegrasikan secara eksplisit prinsip trauma-informed. Perbandingan dengan negara lain memperlihatkan bahwa Belanda paling maju dalam menerapkan rehabilitasi dan trauma-informed secara sistematis. Temuan penelitian ini penting untuk mendorong pembaruan hukum pidana anak di Indonesia agar lebih humanis, responsif, dan sesuai perkembangan psikologis anak.
Kata Kunci: Pemidanaan Anak, Pembunuhan Keluarga, Trauma-Informed, Peradilan Pidana Anak.






ABSTRACT
Intra-family homicide committed by a child is a serious phenomenon that reflects the vulnerability of family structures, the impact of trauma, and the weakened supervisory function of parents. Indonesia’s juvenile criminal justice system emphasizes diversion, restorative justice, and imprisonment as ultimum remedium, but it has not yet fully accommodated a trauma-informed approach that considers the child’s psychological condition. This research employs a normative juridical method through literature study and comparative analysis of juvenile sentencing systems in the Netherlands, Australia, and South Korea. The findings indicate that Indonesia’s regulation of juvenile homicide offenders is comprehensively governed under the Juvenile Criminal Justice System Law (UU SPPA), yet it has not explicitly integrated trauma-informed principles. Comparisons with other countries show that the Netherlands is the most advanced in systematically implementing rehabilitation and trauma-informed practices. These findings are essential for encouraging reforms in Indonesia’s juvenile criminal law to become more humane, responsive, and aligned with children's psychological development.
Keywords: Juvenile Sentencing, Family Homicide, Trauma-Informed, Juvenile Criminal Justice.







ABSTRAK
Pamuluhan dina kulawarga anu dipilampah ku anak mangrupakeun fenomena serius anu nunjukkeun kerentanan struktur kulawarga, pangaruh trauma, ogé lemahna fungsi pangawasan kolot. Sistem peradilan pidana anak di Indonesia nenekankeun kana diversi, kaadilan restoratif, jeung hukuman panjara minangka ultimum remedium, nanging can sapinuhna nampung pendekatan trauma-informed anu mertimbangkeun kaayaan psikologis anak.
Panilitian ieu migunakeun métode yuridis normatif liwat studi kapustakaan jeung analisis komparatif kana sistem pamidana anak di Walanda, Australia, jeung Korea Kidul. Hasil panilitian nunjukkeun yén pangaturan pamidana pikeun anak palaku pamuluhan di Indonesia geus diatur sacara komprehensif ngaliwatan UU SPPA, tapi can ngaintegrasikeun sacara écés prinsip trauma-informed.
Bandinganana jeung nagara séjén mintonkeun yén Walanda paling maju dina nerapkeun rehabilitasi jeung trauma-informed sacara sistematis. Temuan ieu penting pikeun ngadorong pembaruan hukum pidana anak di Indonesia sangkan leuwih humanis, responsif, sarta saluyu jeung kamekaran psikologis anak.
Kecap Konci: Pamidanaan Anak, Pamuluhan Kulawarga, Trauma-Informed, Peradilan Pidana Anak.
Pendahuluan
Anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan suatu bangsa. Mereka bukan hanya generasi penerus, tetapi juga aset sosial yang harus dilindungi agar tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, dan mendukung perkembangan fisik maupun psikologisnya. Pada prinsipnya, setiap anak memiliki hak untuk diasuh, dilindungi, serta dijauhkan dari berbagai bentuk kekerasan, baik yang terjadi di lingkungan keluarga maupun di lingkungan sosial yang lebih luas.
Namun dalam beberapa tahun terakhir, muncul sejumlah kasus pembunuhan intra-keluarga yang dilakukan oleh anak sebagai pelaku utama. Contoh yang menonjol antara lain adalah kasus MAS (14 tahun) di Jakarta Selatan yang membunuh ayah dan nenek kandungnya, serta kasus DY di Kabupaten Nagan Raya yang menghabisi nyawa ayahnya sendiri. Kasus-kasus tersebut bukan sekadar peristiwa pidana, tetapi juga mencerminkan kerentanan struktur keluarga modern di Indonesia. Hal ini mengindikasikan adanya gangguan dalam relasi keluarga, pola asuh yang bermasalah, tekanan psikologis yang berat, serta minimnya deteksi dini terhadap kondisi emosional anak.
Dari perspektif sosial, fenomena ini memperlihatkan bahwa keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat tidak selalu berfungsi sebagai ruang perlindungan bagi anak. Konflik berkepanjangan, kekerasan domestik, pola komunikasi yang buruk, dan kurangnya kehadiran emosional dari orang tua sangat mungkin menjadi faktor yang memperburuk keadaan. Pada titik tertentu, anak yang mengalami tekanan atau trauma dalam jangka panjang dapat berada dalam situasi psikologis yang tidak stabil sehingga berpotensi melakukan tindakan ekstrem, termasuk pembunuhan anggota keluarganya sendiri.
Dalam konteks hukum nasional, sistem penanganan perkara anak telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Undang-undang ini lahir sebagai bentuk pembaruan sistem pemidanaan yang menempatkan anak sebagai subjek hukum yang harus dilindungi. Prinsip yang dijunjung tinggi dalam SPPA antara lain perlindungan anak, kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the child), diversi, serta pemidanaan sebagai upaya terakhir (ultimum remedium). Dengan demikian, orientasi SPPA seharusnya lebih menekankan pemulihan dan rehabilitasi, bukan pembalasan atau penghukuman.
Meski demikian, praktik peradilan di lapangan menunjukkan masih adanya pendekatan represif terhadap anak pelaku tindak pidana, termasuk pelaku pembunuhan intra-keluarga. Aparat penegak hukum, seperti polisi, jaksa, maupun hakim, sering kali berfokus pada aspek yuridis formalistik tanpa menggali lebih dalam kondisi trauma, riwayat kekerasan domestik, atau masalah emosional yang dialami anak. Penerapan prinsip trauma-informed dalam penanganan perkara anak pun masih sangat terbatas. Padahal, banyak kasus yang secara jelas memperlihatkan bahwa tindakan pembunuhan oleh anak tidak berdiri sendiri tetapi berkaitan erat dengan pengalaman traumatis yang dialaminya.
Di sisi lain, terdapat kesenjangan signifikan antara teori dan praktik pemidanaan anak. Secara normatif, SPPA telah memberikan perlindungan yang kuat. Namun pada kasus-kasus pembunuhan antar anggota keluarga, pendekatan hukum sering kali tidak mempertimbangkan kompleksitas hubungan emosional, dinamika kekerasan dalam rumah tangga, serta kondisi psikologis anak yang turut membentuk perilaku mereka. Hal ini menyebabkan putusan pengadilan terkadang tidak mencerminkan prinsip perlindungan yang ideal bagi anak.
Oleh karena itu, penelitian mengenai pengaturan pemidanaan anak pelaku pembunuhan dalam sistem hukum Indonesia menjadi sangat penting dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk:
1. Menganalisis bagaimana pengaturan pemidanaan anak pelaku pembunuhan dalam kerangka hukum Indonesia, khususnya dalam UU SPPA.
2. Menggali sejauh mana prinsip trauma-informed telah diterapkan dalam proses peradilan pidana anak di Indonesia.
3. Melakukan studi komparatif dengan beberapa negara seperti Belanda, Australia, dan Korea Selatan untuk mendapatkan gambaran praktik terbaik (best practices) yang dapat menjadi rujukan pembaruan hukum di Indonesia.


Tinjauan Pustaka
Pemidanaan
Pemidanaan merupakan sarana negara memberikan respons terhadap tindak pidana. Tujuan pemidanaan tidak hanya hukuman, tetapi juga resosialisasi, rehabilitasi, dan pencegahan. Dalam konteks anak, sistem pemidanaan harus menempatkan rehabilitasi sebagai prioritas utama.
Tindak Pidana Pembunuhan
KUHP mengatur pembunuhan dalam Pasal 338–340, dengan klasifikasi pembunuhan biasa, pembunuhan berencana, dan pembunuhan dengan pemberatan. Pada kasus anak yang membunuh orang tua, ketentuan UU PKDRT Pasal 44 ayat (3) juga dapat menjadi dasar hukum karena korban merupakan anggota keluarga.
Peradilan Pidana Anak
UU SPPA menetapkan usia pertanggungjawaban pidana anak mulai dari 12 tahun hingga sebelum 18 tahun. Sanksi pidana diberikan maksimal setengah dari ancaman pidana dewasa. Sistem diversi wajib diupayakan, kecuali untuk tindak pidana berat seperti pembunuhan.
Trauma-Informed Approach
Pendekatan trauma-informed menekankan pemahaman bahwa perilaku anak dapat dipengaruhi trauma, kekerasan dalam keluarga, atau kondisi psikososial. Pendekatan ini bertujuan menciptakan proses hukum yang aman, suportif, tidak menimbulkan trauma baru, serta relevan diterapkan dalam kasus pembunuhan intra-keluarga.

Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang berbasis pada kajian peraturan perundang-undangan, doktrin, literatur, dan putusan pengadilan. Data diperoleh melalui studi kepustakaan (library research) serta analisis komparatif dengan sistem peradilan pidana anak di Belanda, Australia, dan Korea Selatan. Pendekatan penelitian bersifat deskriptif-analitis dan kualitatif.
Hasil dan Pembahasan
Pengaturan Pemidanaan Anak Pelaku Pembunuhan dalam Sistem Hukum Indonesia
UU SPPA mengatur bahwa anak tidak boleh dijatuhi pidana mati atau seumur hidup, serta pidana penjara dijatuhkan setengah dari ancaman pidana dewasa. Diversi menjadi instrumen penting untuk perkara tertentu, tetapi tidak berlaku pada kasus pembunuhan karena ancaman pidananya lebih dari 7 tahun.
Dalam putusan 8/Pid.Sus-Anak/2025/PN Jkt.Sel, hakim menjatuhkan pidana pembinaan dua tahun bagi MAS, menunjukkan pendekatan rehabilitatif. Sementara putusan 72/Pid.B/2019/PN Skm terhadap DY yang dijatuhi 20 tahun menunjukkan masih kuatnya pendekatan retributif, meskipun pelaku adalah anak.
Hal ini memperlihatkan inkonsistensi serta kurangnya integrasi pemidanaan yang mempertimbangkan kondisi psikologis dan trauma anak.
Penerapan Pendekatan Trauma-Informed dalam Proses Peradilan Pidana Anak
Trauma-informed approach (TIA) penting diterapkan dalam setiap tahap peradilan, termasuk:
1. Penyidikan – pemeriksaan harus menghindari intimidasi, kekerasan verbal, dan tekanan psikologis.
2. Penuntutan – jaksa wajib mempertimbangkan latar belakang trauma pelaku.
3. Persidangan – persidangan tertutup, pendampingan psikolog wajib, dan perlindungan identitas.
4. Pemidanaan – pemulihan, terapi, dan rehabilitasi lebih diutamakan daripada pemenjaraan.
Perbandingan Sistem Pemidanaan Anak di Belanda, Australia, dan Korea Selatan
	Negara
	Usia Pertanggungjawaban
	Penanganan Pembunuhan
	Pendekatan Trauma-Informed

	Belanda
	12 tahun
	Rehabilitasi dominan, restorative justice kuat
	Terintegrasi dalam sistem

	Australia
	10 tahun
	Dual-track system (rehabilitasi + penahanan)
	Banyak program psikososial

	Korea Selatan
	10 tahun
	Cenderung represif, fokus pemenjaraan
	Mulai berkembang

	Indonesia
	12 tahun
	Diversi terbatas, sanksi setengah pidana dewasa
	Belum eksplisit


Kesimpulan
1. Pengaturan pemidanaan anak pelaku pembunuhan dalam sistem hukum Indonesia sebenarnya telah memiliki landasan normatif yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), namun implementasinya masih belum konsisten, khususnya pada kasus pembunuhan intra-keluarga. Secara konsep, UU SPPA bertujuan menciptakan sistem pemidanaan anak yang berorientasi pada perlindungan, pemulihan, dan pengembangan anak sebagai individu yang masih berada dalam fase perkembangan psikologis. Prinsip best interest of the child, diversi, dan keadilan restoratif telah dirumuskan sebagai pilar utama dalam penanganan perkara anak. Meski demikian, praktik penegakan hukum kerap memperlihatkan ketidaksesuaian. Pada kasus pembunuhan yang melibatkan anggota keluarga, aparat penegak hukum sering lebih menekankan aspek legal-formal dan tuntutan pidana, daripada menggali latar belakang emosional, riwayat keluarga, dan kondisi psikis anak. Inkonsistensi ini menunjukkan bahwa substansi UU belum sepenuhnya dipahami dan diinternalisasi dalam budaya kerja lembaga penegak hukum. Selain itu, belum adanya pedoman teknis yang secara rinci mengatur prosedur asesmen psikologis mendalam menyebabkan penanganan kasus anak sering tidak mempertimbangkan dinamika trauma yang dialami anak. Dengan demikian, meskipun UU SPPA secara normatif sudah memadai, implementasinya tetap memerlukan pembaruan dan penguatan kelembagaan.
2. Pendekatan trauma-informed merupakan kebutuhan mendesak dalam peradilan pidana anak, khususnya pada perkara pembunuhan intra-keluarga, namun hingga kini belum diintegrasikan secara sistematis dalam proses hukum di Indonesia. Pendekatan trauma-informed bertujuan memahami bahwa perilaku anak, khususnya perilaku agresif atau ekstrem, sering berakar pada pengalaman traumatis seperti kekerasan fisik, kekerasan emosional, penelantaran, konflik berkepanjangan dalam keluarga, atau tekanan psikologis yang tidak tertangani. Pada banyak kasus pembunuhan intra-keluarga di Indonesia, muncul indikasi kuat bahwa pelaku anak telah melalui kondisi psikologis yang kompleks, seperti depresi, learned helplessness, trauma kronis, atau paparan kekerasan dalam rumah tangga. Namun dalam praktik peradilan, kondisi tersebut jarang ditelusuri secara komprehensif. Keberadaan psikolog forensik tidak selalu dihadirkan, asesmen perkembangan anak tidak dilakukan secara mendalam, dan riwayat hubungan keluarga tidak digali secara sistematis. Ketidakhadiran pendekatan trauma-informed tidak hanya mengurangi keadilan substantif bagi anak, tetapi juga berpotensi menghasilkan putusan yang tidak proporsional dan tidak membantu proses rehabilitasi. Oleh karena itu, integrasi pendekatan trauma-informed perlu ditetapkan sebagai kewajiban hukum yang mencakup asesmen psikologis mendalam, keterlibatan profesional khusus, serta penyediaan program pemulihan trauma dalam lembaga pembinaan anak.
3. Hasil perbandingan dengan Belanda, Australia, dan Korea Selatan menunjukkan urgensi pembaruan hukum pidana anak Indonesia menuju sistem yang lebih rehabilitatif, terpadu, dan responsif terhadap kondisi psikologis anak, terutama pada perkara pembunuhan intra-keluarga.
Ketiga negara tersebut memberikan pembelajaran penting bagi Indonesia.
· Belanda menempatkan rehabilitasi dan pemulihan mental sebagai prioritas utama. Sistemnya memungkinkan anak pelaku kejahatan berat untuk menjalani program intensif berbasis terapi psikologis, konseling keluarga, serta pendidikan karakter dalam lembaga tertutup yang berorientasi pemulihan. Pendekatan ini terbukti menurunkan angka residivisme dan meningkatkan kemampuan anak untuk kembali ke masyarakat.
· Australia mengembangkan kerangka peradilan anak yang sangat kuat dalam asesmen risiko dan kebutuhan psikologis, termasuk keterlibatan ahli neuropsikologi, pekerja sosial, dan tenaga rehabilitasi komunitas. Pendekatan multiprofesi ini memastikan bahwa putusan pengadilan tidak hanya fokus pada kesalahan, tetapi juga pada kebutuhan terapeutik anak.
· Korea Selatan menerapkan integrasi antara lembaga pemasyarakatan anak dengan lembaga pendidikan dan rehabilitasi khusus, sehingga anak tidak semata-mata menerima hukuman, tetapi juga memperoleh pembinaan moral, pendidikan formal, dan dukungan pemulihan psikologis.
Saran 
1. Pemerintah perlu melakukan revisi substantif terhadap UU SPPA dengan memasukkan ketentuan eksplisit terkait kewajiban penerapan trauma-informed approach dalam seluruh proses peradilan pidana anak, termasuk asesmen psikologis, penanganan perkara, dan pengambilan keputusan.
Revisi tersebut harus menekankan bahwa pendekatan trauma-informed bukan sekadar pilihan, tetapi merupakan standar minimum dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum. Pengaturan ini seyogianya dilengkapi dengan pedoman pelaksanaan yang lebih teknis melalui peraturan turunan, seperti Peraturan Pemerintah atau Peraturan Menteri Hukum dan HAM, agar aparat memiliki acuan jelas tentang prosedur asesmen trauma, bentuk intervensi yang direkomendasikan, serta tanggung jawab masing-masing institusi. Selain itu, pemerintah perlu membangun mekanisme koordinasi lintas sektor antara Kemenkumham, Kementerian Sosial, Kementerian PPA, dan Kementerian Kesehatan untuk menyediakan layanan trauma yang holistik dan terintegrasi. Revisi ini juga perlu memastikan ketersediaan anggaran negara untuk mendukung pelatihan berkelanjutan, penyediaan tenaga profesional, dan pengembangan fasilitas rehabilitasi bagi anak.
2. Aparat penegak hukum, khususnya polisi, jaksa, hakim, advokat, pekerja sosial, dan petugas Bapas, perlu mendapatkan pendidikan dan pelatihan mendalam yang berorientasi pada pemahaman trauma anak dan respons yang tepat terhadap kondisi psikologis tersebut.
Pelatihan yang diberikan perlu dirancang secara multidisipliner dengan melibatkan psikolog klinis, pakar psikologi perkembangan, ahli neuropsikologi, dan praktisi perlindungan anak. Kurikulum pelatihan harus mencakup konsep dasar trauma, dampak trauma terhadap perilaku kekerasan, teknik komunikasi empatik, pendekatan penyidikan ramah anak, serta teknik wawancara yang tidak menimbulkan retraumatisasi. Pelatihan ini juga harus mencakup manajemen kasus kekerasan intra-keluarga, pemahaman konteks sosial budaya keluarga, dan analisis risiko keselamatan anak. Agar efektif, pelatihan ini harus bersifat wajib, berjenjang, dan dievaluasi secara berkala. Dengan demikian, aparat penegak hukum akan mampu menjalankan perannya secara profesional, sensitif, dan sesuai prinsip perlindungan anak.
3. Hakim harus mengedepankan orientasi rehabilitatif, pemulihan psikologis, dan rekonstruksi relasi keluarga dalam proses pengambilan putusan terhadap anak pelaku pembunuhan intra-keluarga. Hakim sebagai aktor sentral dalam sistem peradilan memiliki kewenangan moral dan yuridis untuk memastikan bahwa putusan yang dijatuhkan tidak sekadar memenuhi aspek keadilan formal, tetapi juga mencerminkan keadilan substantif yang mempertimbangkan kondisi psikologis anak. Oleh karena itu, hakim perlu menggunakan asesmen psikologis dan rekomendasi profesional sebagai dasar pengambilan keputusan. Putusan yang dijatuhkan sebaiknya mempertimbangkan berbagai faktor seperti riwayat kekerasan dalam keluarga, tingkat trauma yang dialami anak, kapasitas regulasi emosi, serta tingkat dukungan sosial yang tersedia. Selain itu, hakim juga perlu mempertimbangkan penerapan family-based intervention, program mediasi keluarga, dan keadilan restoratif yang memungkinkan terjadinya rekonsiliasi dan pencegahan kekerasan berulang. Dengan demikian, putusan tidak hanya menyelesaikan persoalan hukum, tetapi juga memperbaiki struktur relasi keluarga yang retak akibat konflik dan trauma.
4. Sistem pembinaan anak harus diperkuat melalui peningkatan kualitas dan ketersediaan layanan rehabilitatif, termasuk konseling psikologis, terapi trauma, pendidikan karakter, serta program reintegrasi sosial yang komprehensif dan berkelanjutan. Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) perlu bertransformasi menjadi pusat rehabilitasi yang menempatkan pemulihan psikologis sebagai tujuan utama. Hal ini dapat dilakukan dengan menambah jumlah tenaga psikolog klinis, terapis trauma, konselor keluarga, ahli terapi perilaku, dan pekerja sosial profesional. Layanan terapi harus diberikan secara terstruktur dengan metode ilmiah seperti trauma-focused cognitive behavioral therapy (TF-CBT), terapi regulasi emosi, serta konseling keluarga. Selain itu, program pendidikan karakter, pembinaan moral, dan pelatihan keterampilan hidup (life skills) harus diintegrasikan dalam kurikulum pembinaan agar anak memiliki modal untuk kembali ke masyarakat.
Program reintegrasi sosial perlu diperkuat melalui kerja sama antara LPKA, pemerintah daerah, sekolah, serta lembaga masyarakat untuk memastikan bahwa anak tidak kembali ke lingkungan yang toksik atau situasi keluarga yang belum pulih. Pendampingan pasca-pembinaan (aftercare) seperti kunjungan rumah, konseling lanjutan, dan pemantauan perkembangan harus dilakukan secara berkala untuk memastikan keberlanjutan rehabilitasi.
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